
|(OMls,

KOMISIPEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEruTUSAN KO}.IISI PEMILIHAT{ U}TUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 26 TAHUN 2OO7

TEI{TA]IG

TAHAPA'{, PROGRAM DATT'ADWAL PENYELENGGARAAII
PEiIIUHAN UMUM GUBERNUR DAN WAIGL GUBERNUR

NUSA TETIGGARA BARAT TAHUN 2OO8

KOI'IISI PEMILIHAI{ UIIUiI PROVINSI NUSA TEITGGARA BARAT

Mengingat

a. htlwa unhrk m€*af$anakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2007, KPU Provinsi merencanakan program,
anggaran dan jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Provinsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa TenggEra
Barat.

1. Undang-Undang Nomor 3l Tahun 2002 tenbng Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a277);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan
Maiefis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
Presiden dafl wakil Presiden (Lembaran l{egard Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4311)i

5. Undang-Undang Nomor 32 bhun 2004 tentnng Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2005 tenbng Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan
Urnum (Lembaran ilegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

7. Peraturan Pemerinbh Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkabn dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturdn
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Kedua atas
Perdturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembann Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

Irterrimbang l
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Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4310);



Mempedratikan:

8. Keputusan Prestden Nomor 54 Tahun 2003 tenEng Fota organisasi dan
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

9. Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode
Etik Pelaksana Pemilihan Umum;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata Kerja Komisi Pemitihan Umum, Komisi kmilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemllihan Umum Kabupaten/Kota, panitia pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok penyelengggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tatacara Pencalonan Pemilihan umum Kepala Daerah dan wakil
Kepala Daerah;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tatacara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;

13. Muran Komisi Pemilitran tjmum l$omor 09 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemurgutan dan penghitungan Suara
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat
Pemungutan Suara;

t4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tatacara Pelaksanaan Rekaprifulasi Hasil penghitungan Suara
dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh
Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan
Femilihan Umum Kepata Daerah dan Wakit Ke6ta Daerah.

Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
tanggal 22 Oktober 2007

MEMUTUSKAN:

trlen@n KEPUTT'SAII KOMISI PEITIIIJHATT t'T[t'Irt PROVIII$ NUSA TENGGARA
BARAT TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PE}IILIHAN UMUITI GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2OO8

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Gubernur dan
Wakil Gubernur adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat
Tahun 2008 secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undarg Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah
Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubemur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 7
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

3. Komist Pemilitnn Unum KabupatenlKoha se - Nus Tengpara ffi yang setanjutnya disebut KPU
Kabupaten/Koh adalah bagian pelaksana Pemilihan Umum Gubemur dan Wakil Gubernur NTB di
tingkat Kabupaten/ Kob;

4. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara yang selanjutnya disingkat PPK, PPS, dan KPPS adalah bagian dari unsur pelaksana Pemilihan
di wilayah Kecarutan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara yang bertugas membantu
pelaksanaan Pemilu Gubemur dan Wakl Gubemur;

5. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya
Pemungutan Suam.
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5. Deuran Fenmkttan Rahfat Daerah Rovtnsi ttfusa Tenggara Bamt dan Dewan perwakilan Rakfdt
Daerah Kabupaten/Kota se Nusa tenggara Barat selanjutnya disebut DpRD provinsi dan op'RD
Kabupaten/Kota;

7- Partai Politik adalah parbi politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyal Oewa.-n
Perwakilan Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat daerah;

8. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris
Gabungan Partai Politik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat atau sebutan lainnya;

9. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, selanjutnya disebut pasangan Calon adalah peserh
Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 yang diusulkan oleh patai
Politik dan atau Gahurqan Partai Politik yang tehh mernenuhi persyaratan;

10. Pemantau Pemilihan adalah pelaksana pemantauan Pemilu Gubemur dan Wakil Gubernur Nusa
Tenggara Barat yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum provinsi
Nusa Tenggara Barat;

11. Penduduk adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili dalam wilayah provinsi Nusa
Terqgar;a Bara}

1?. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan
suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubemur telah berusia 17 (tujuh belas) Tahun atau lebih yang
dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lain yang sah dan atau
sudah/pernah kawin serta memenuhi syarat sebagai pemilih dan telah terdaftar sebagai pemilih.

13. Pemnt+ Erakhk adalah Pen#iltm+ Ugn*m Presider+ dar+ wakil Pres*tren pubran Ked+la Tah*n 20&$
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 atau penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kob dalam wilayah provinsi Nusa
Tenggara BaratTahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004.

14. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Nusa
Tenggara Barat, selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah
penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan
fugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 195.

15. Panitia Pengawas Pemilihan Umum selanjutnya disebut Panitia Pengwas Pemilu Provinsi, panitia
Pengawas Pemilu Kafupate*/Kota, Pant'$a Pengrawas Pemilu Kecamata* daft Pafiftia Perqawas Penrilu
Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007
dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 6 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005
tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah.

16. Tim futaksana Kamparryg setanjirtrq,a disebut Ttm Kamparqe affiah tim yang dbentuk oteh
Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang beltugas dan
berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan
teknis penyelenggaraan kampanye;

17. Pengawas Pemilu Lapangan adalah Pengawas Pemilu yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu
Kecamatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 96 Undang- Undang Nomor 22Tahun 20A7;

18. Kotak Suara dan Bilik Suara adalah Kotak dan Bilik Suara sebagaimana di maksud dalam Pasal 71
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, adalah Kotak Suara dan Bilik Suara yang digunakan
pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana di maksud dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2003
dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2003;

19. lGrtu krnilih affir lGrtu Femltih sebagaimana dt maksud dalam Pdsl 33 dan Pasat 34 Muran
kmerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2A. Saksi adalah saksi Pasangan Calon yaitu orang yang ditunjuk dan atau diberi mandat secara tertulis
dari llm Kampanye pasangan calon yang bersangkutan, untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan
pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan di
KPU Provinsi;
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BAB II
ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU GUBERNUR DAN WAKTL GUBERNUR

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubemur ber@oman dan taat pada asas:

I. Mandiri;

2" iujur;
3. adil;

4. kepastian hukum;

5. tertib penyebrpgaraarU

6. kepentingan umum;

7. ketertukaan;

8. professional;

9. akuntabilitas;

10. efesiensi; dan

11. efektifitas

BAB III
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN

PE}tILU GUBERIfiJR DAI{ WAKIL GUBERT*tJR

Pasal 3

(1). Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi:

a) Masa Persiapan

b) Tahap Pelaksanaan; dan

c) Penyelesaian

(2). Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara
terperinci adalah sebagaimana t€rcantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Apabila dilakukan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubemur putaran kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal
95 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2005 dan Perubahan Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007,
kegiatan tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua adalah sebagaimana terlampir
bersama Keputusan ini.

BAB IV

KETENTUAN I.AIN _ I.AIN

Pasal 5

(1) Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah
ditetapkan oleh KPU Provinsi wajib dilaksanakan secara tepat waktu.

(2) Apabila karena sesuatu dan lain hal ketentuan sebagaimana disebut pada ayat (t) tidak dapat
terselenggara tepat waktu maka akan diadakan penyesuaian dan perubahan dengan Keputusan KPU

Provinsi;

(3) Hal-hal yang belum diatur didalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh KPU Provinsi.
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BAB V

PENUTUP

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terjadi
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Mataram
Pada tanggat 22 OKober ZAAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ketua,

H. MAHALLY FIIKRI
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Lampiran : Keputusn Komisi Femitihan Umum Provinsi Nusa Tenggam Barat
Nomor 26 Tahun 2007

TAHAPAN, PROGRAM DAN ]ADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARATTAHUN 2OOB

NO TAT}APAAI, PRO6RA}4 DAN KEGIATAN
JADWALWAKTU

KETERANGAN
MUI.AI SELESAI

I. PERSIAPAN

1. Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu
Gubernur dan Wakil Gubernur

Mengikuti jadwal
penyusunan APBD
Prov. NTB TA 2008

Dilaksanakan oleh KPU
Provinsi

2. Penetapan Regulasi KPU Provinsi
a. Non Tahapan

1) Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan
Wakil Gubernur

2) Organisasi dan Tata Kerja KPU Pro\rinsi,
KPU l€bupaten/Kota, PPl( PPS dan KPPS

3) Pemantau Pemilu Gub dan Wagub
+> PenetaFft l@t.r KaryKota Seoaga+ Bagiart

Peh ksana Tahapan Penyelengga ra
Pemilu

5) Audit Dana lGmpanye
b. Tahapan PelalGanaan Peraturan :

1) Tatacara Pemutakhiran Data dan
Pendaftaran Pemilih

2) fatacara Pencalonan
3) Tatacara lGmpanye
4) Tatacara Pemungutan Suara dan

Penghitungan Suara di TPS
5) Tatacara Penghitungan Suara di PP(

KPU KabupatenKota dan KPU Provinsi
6) Tata cara Penetapan Pasangan Calon

Terpilih

n TaE <rra ffiantikan dan ftngumpan
Sumpahpanji

c. Format - Format Tahapan Pelalcanaan
Keputusan :

1) Jumlah Pemilih Terdaftar di TPq PPS,

PPK dan KPU lGbupaten/Kota
2) lumlah petugas pemutakhiran data

petBiHn, TPS. PPs" PPK. dan KPU
Kabupaten/Kota;

3) Format kartu pemilih, formulir untuk
pemutakhiran data dan daftar pemilih,
pencalonan, kampanyg pemunguhn dan
penghitungan suara dan penetapan
pasangan calon terpilih;

4) Rumah sakit untuk pemerilcaan
kemampuan jasmani dan rohani;

5) Penetapan Pasangan Ctlon;
6) Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit

dana kampanye;
7) Jadwal, bentuK tempat, dan waktu

kampanye;
8) Hari dan tanggal pemungutan suara;
9) Bafmfi, ber*t*, forrna{, da* ukera* *rat

suara serta kelengkapan administrasi
pemungutan dan penghitungan suam;

10) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di
KPU Provinsi;

11) Penoumuman pasanean calon terpilih

22 Oktober 2007 31 Desember 2007 Disusun dan ditetapkan oleh
KPU ProYinsi dengan
mempedomani Peraturan
KPU

3. - Pembentukan/pengangkatan PPK dan PPS

- Pernbentukan dan pengangkatan Petugas
Pemutakhiran data pemilih

- pelatihan PPl( PPS, dan petugas pemutakhimn
data pemilih

22 OKober 2007
15 Desember 2007

20 November 2007

22 November 2007
31 Desember 2007

31 Desember 2007

Oleh KPU Kabupaten/Kota
Oleh PPS

Oleh KPU KabupatenlKota,
PPK PPS

4. Pembenfukan Panitia Pengawas Pemilu Gubernur
dan Wakil Gubemur.

Oleh DPRD Provinsi

5. Pemberitahuan, Pendaftaran dan Akreditasi
Pemantau

6 Desember 2007 18 lanuari 2008 KPU Provinsi

6. Soshlisasi
masyarakat

Pemilulpendidikan Pemilih kepada 22 Oktober 2007 30 Agustus 2008 KPU Provinsi/KPu Kabupaten/
Kota serta PPKdan PPS

7. Pemberitahuan DPRD kepada Gubernur dan KPU

menoenai berakhirnya masa iabatan KDH.

Oleh DPRD Provinsi

8. Rapat Koordinasi pelaksana Pemilu Gubernur dan
Wakil Gubernur di tingkat PPK,PPS,dan KPPS,

dihadiri oleh KPU,KPU Provinsi, KPU

l(ab1rp'aEn/1tuta s€rEr PPfl PPS

22 Oktober 2007 30 Agustus 2008 Dihadiri oleh KPU,KPU

Provinsi, KPU

lGbupaten/Kota serta
PPK,PPS
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u TAHAP PEI.AKSAI{AAN

1. Pemutahicn data dan pendaftaran pemilih

a. Penerimaan Daftar Penduduk Pemilih
Potensial Pemilu (DP4) Gubemur dan Wakil
Gubernur

22 ORober 2007 15 November 2007 Diterima dari Pemerintah
Provinsi

b- - Penyerahan DP4 dari KPU Provinsi kepada
KPU lGbupaten/Kota utk diteruskan
kepada PPS melalui PPK

- Coldit Pendaftaran Pemilih dan
Penyusunan DPS

1 Novernber 2007

1 Deember 2007

30 November 20O7

7 Februari 2008

Dilaksanakan oleh KPU
Provinsi/
Kabupaten/kota, PPl( PPS
dan Petugas Pemutakhimn
Data Pemilihc. - Pengesahan DPS dan Pengumuman DpS 8 Februari 2008 11 Februari 2008 Dilakanakan oleh PPS dan
petugas p€mutakhiran data
pemilih

d. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara
Pencabtan daftar data pemilih tambahan
Pengumuman daftar pemilih tambahan
dan penyusunan DPT

9 Februari 2008
12 tubruari 2008
15 Februari 2008

11 Februari 2008
14 Februari 2008
17 Februari 2008

Dilaksanakan oleh PPS

bersama petugas
pemutakhiran data pemilih

e. - Pengesahan Daftar Pemilih Tetap
- Pengumuman Daftar Pemilih Tetap

1B Maret 2008
19 Februari 2008 21 Februari 2008

Dilaksanakan oleh PPS

f. Penyampaian daftar pemilih sementara, daftar
pemilih perbaikan/tambahan dan daftar
pemilih tetap kepada KPU lGbupatenlKoa
melalui PPK dan ditembuskan kepada KPU
Provinsi

21 Februari 2008 18 Maret 2008 Dilaksanakan oleh PPS, PPK
KPU, lGbupatenlKota

g. Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap
kepada PPS.

18 Maret 2008 8 Mei 2008 Dilaksanakan oleh KPU
Kabupaten/Kota, PPK

h. Peny*npatsn salina+r Daftar PerEilih tetap
kepada KPPS.

& Met 2m8 14 Mel 2008 D+lal$anal(eR ohh PPS

i. Penyampaian kartu pemilih 16 Maret 20m 8 Mei 2ffi8 Dilakanakan oleh PPS/KPPS

2. Pencalonan;

a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Parpol/
gafufigaft Parpol dafl pefigarnbilart forrfttd+r

10 Februari 2008 16 Februari 2008 Dilaksanakan oleh KPU
Provinsi dan
Parpot/Gao$rBan Parpoi

b. Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur oleh Parpol /Gabungan Parpol

18 Februari 2008 24 Februari 2008 Dilaksanakan oleh
Parpol/Gabungan Parpol

c. Penyampaian hasil pemerilaaan kesehatan
Pasangan Calon oleh Parpol/Gabungan Parpol
kepada KPU Provinsi

18 Februari 2008 15 Maret 2008 Dilaksanakan oleh Rumah
Sakit yang ditetapkan KPU
Provinsi

d. Penelitian administratif syarat pengaiuan
pasangan calon dan syarat pasangan Gllon

25 kbruari 2008 2 Maret 2008 DffaksanalGn oEh KPU
Provinsi

e. Penyampaian/pemberitahuan hasil penelithn
3 Maret 2008 9 Maret 2008

KPU Provinsi kepada
Parpollcabunga n Parpol

f. Perbaikan kelengkapan/syarat pengajuan
pasangan calon dan syarat pasangan calon

10 Maret 2008 16 Maret 2008 Dilalaanakan oleh
Parpol/Gabungan Parpl

g. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan
persyaratan pasa nga n calon

17 Maret 2008 19 Maret 2008 Dilaksanakan oleh KPU

Provinsi

h. Pengumuman pasangan cabn yang memenuhi
persyaratan

20 Maret 2008 21 Maret 2008 Dilaksanakan oleh KPU

Provinsi

L Penetapan, penentuan Nomor Urut dan
pengumuman pasngan calon Gubernur dan
Wakil Gubernur

22 Maret 2008 KPU Provinsi

3. Pencebkan dan Pendistribushn (Putaran pertama)

a. Proses administrasi pengadaan logistik dan
surat suara

5 lanuari 2008 7 April 2008 Dilaksanakan oleh KPU

Provinsi

b. Pencetakan dan pendistribusian logistik dan
surat suara dll ke KPU lGbu@ten/Kota dan
PPS

1 Maret 2008 17 Mei 2008 Dilaksanakan oleh KPU

Provinsi lGbupateny' Kota

c. Penerimaan surat suara serta alat dan
kelengl€pan administrasi pemungutan dan
penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir
Berita Acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat
Suara

6 Mei2mg 17 Mei 2008 Dilaksanakan oleh PPS

1. Ka$pafi.ye (Rcarafi Pe+tatlta)

a Pertemuan dengan Pemda, antar peserta

Pemilu Gubemur dan Wakil Gubernur dan
Sbck Holder hntang pelalcanaan lGmpanye.

10 April 2008 30 April 2008 Dikoordinaslkan KPU Provinsi

b. Penyusunan, Penetapan, dan Pemberitahuan
jadwal Kampanye

13 April 2008 30 April 2008 Oleh KPU Provinsi NTB
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c. lGmpanye (Putaran Pertama) 2 Mei 2008 15 Mei 2008 Dilaksanakan oleh Tim
Kampanye

d. Pemaparan Visi dan Misi 2 Mei 2008 Diselenggarakan oleh DPRD
Provimte. Masa Teoang 16 Mei 2008 18 Mei 2008 Diberlakukan oleh KPU
Provinsi5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

a. Persiapan

1) Pengecekan pemungutan suara di
Daerah

1 April 2008 19 April 2008 Dilaksanakan oleh KPU
Provinsi/ Kabupaten/Kota

?) Pembentukan KPPS dan bintek 1 April 2008 19 April 2008 Dilalcanakan oleh PPS

3) Penyampaian Salinan DPT untuk TPS dan
Pengawas Pemilu Lapangan

9 Mei2SB 16 Mei 2008 Dilaksanakan oleh KPU
Provinsi/ Ka bu paten/Kota,
PPK PPS dan KPPS

4) Pengumuman dan pemberitahuan
tempat, hari dan waKu pemungutan
suara diTPS

12 Mei 2008 16 Mei 2008 Dilaksanakan oleh KPPS

5) Penyhpan TPS 15 Mei 2008 18 Mei 2008 Dilakanakan oleh KPPS

b. Pehksanaan

1) Pemungutan suam dan penghitungan
suara di TPS oleh KPPS serta
penyusunan sertifikat hasil penghitungan
snara ohfr PPl( KPU l<abfl(at4 dao KPU
Provinsi (Putaran Pertama) meliputi :

a remungutan suara dan
penyampaian sertifi lGt hasil
penghitungan suara di TPS kepada
PPK melalui PPS;

19 Mei 2008 19 Mei 2008 Dilaksanakan oleh KPPS

b. Pengumaman hasil penghitungan
suara dan penyampaian kotaksuara
yang masih di kunci dan disegel
yang berisi Berita Acara dan
sertifikat hasil penghitungan suara
oleh PPS kepada PPK

19 Mei 2008 20 Mei 2008 Dilakanakan oleh PPS

c. Penyusunan dan penyampaian
Berita Acara dan rekapituliasi hasil
penghitungan suara di tingkat
Kecamatan ohh PPK kepada KPU
lGbupaten/Kota

20 Mei 2008 22 Mei 2008 Dilaksanakan oleh PPK

d. Penyusunan Beritn Acara dan
rekapitulasi hasil penghitungan
suara di tingkat Kabupaten/Kota
oleh KPU Kab/Kota kepada KPU

Provinsi

23 Mei 2008 25 Mei 2008 Dilaksanakan oleh KPU

KabupatenlKota

e. Rekapitulasi hasitpenghitungan
suara di tingkat Provinsi dan
penebpan Pasangan Cabn Terpilih
oleh KPU Provinsi.

26 Mei 2008 2B Mei 2008 Dilaksanakan oteh KPU
Provinsi

f, K6empatan mengajukan keberatan
terhadap Rekapitulasi dan
PefieEfan Hasit

29 Mei 2008 31 Mei 2008

S. Proses Hukum di Mahkamah Agung 2 luni 2008 16 luni 208

ft. Penyelesaian prosesadministrasi
pengesahan pasangan cabn
Gubernur dan Wakil Gubernur
teroilih ke Mendaqri

17 Juni 2008 16 Juli 2008 KPU Provinsi, DPRD dan
Pemprov

i. Pembubaran PPI( PPS dan KPPS 1 Juni 2008 30 Juni 2008 Oleh KPU Kab/Kota

2) Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur
(Putaran Kedua)

Bih tidak ada pasangan calon
yang memperoleh suara lebih
25o/o darijumlah suara sah
diikuti oleh Pasangan Calon
yang memperoleh suara sah
terbanyak 1 dan 2

a. Proses adrninistrasi pengadaan
losistilq pencetakan dan distribusi
Daftar Pasangan Calon, surat suara,
formulir dan kelengkapan
administrasi TPS dll (Putaran
Kedua)

17 Juni 2008 21 Juni 2008 Dilaksanakan oleh KPU

Provinsi/ Ka bupaten/Kota

b. Pengumuman Pasangan Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur
(Putaran Kedua)

16 Juni 2008 Dilaksanakan oleh KPU

Provinsi
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c. Pencetakan dan Pendlstribusian
Daftar Pasangan Calon serta
surat suan, formulir dan
kelenglGpan administrasi TPS dari
KPU Kab./Kota ke PPS dan KPPS
(Putaran Kedua)

17 Juni 2O0B 12 Juli 2008 Dilaksanakan oteh KPU
Provinsi / Kabupaten/Kota

d. Kampanye (Putaran Kedua) Tim Kampanye Pasangan
Calsl

L Penajaman Visi, Misi, dan
Program

10 Juli 2008 12 luli 2tX)8 Pasangan Calon difasilitasi
KPU Provinsi

ii. Masa Tenang 13 Juli 2008 fldak ada kegiatan
Kampanye

e. Pemungutan suara dan
penghitungan suara (Putaran
l@ua)

Dilaksanakan oleh KPPS, PP(
KPU Kabupaten/Kota dan
KPU Pravinsi

a. Persiapan

t. Pengecekan persbpan
pemungutan suarir

1 luli20ffi 12 luli 2008 Dilaksanakan oleh KPU
Provinsi Kabupaten/Kota,
PP6 PPS

ii. Penyampaiansalinan
Daftar Pemilih Tetap
trrrtgkTPS fdn PPs
(dalam hal terjadi
perubahan jumlah pemilih
tetap)

2 Juli 2008 7 luli 2008 Dilaksanakan oleh KPU

Kabupaten/Kota dan PPK

iii. Pengumuman dan
pemberitahuan tempat,
hari, dan waKu
perrRro$lta$ suare di
TPS.

7 iuli 2008 13 Juli 2008 Dilaksanakan oleh KPPS

vi. Penyiapan TPs 10 luli 2fr)B 13 luli 2ffi8 Dilaksanakan oleh KPPS

b. Pelaksanaan

Pemungutan suara dan
penghitungan suara di TPS
oleh KPP9 serta penyusunan
sertifi l(at hasil penghitungan
suara oleh PPK KPU lGb/Kota
dan KPU Provinsi meliputi:
i. Pemungutan dan peng

hitungan suara di TPS serta
penyampaian sertifikat
hasil penghitung an suara
diTPS ke@a PFK rmfahrt
PPS

14 Juli 2ffi8 Dilaksanakan oleh KPP5

ii. Pengumuman hasil
penghitungan suara dan
penyampaian kotak suara
yang masih di kunci dan
disegel yang berisi Berita
Acara dan sertaFikat hasil
penghi- tungan suara oleh
KPPS kepada PPK melalui
PPS

14 Juli 2008 15 luli 2008 Dilaksanakan oleh PPS

iii. Penyusunan dan
penyampaian sertifilGt hasil
penghitungan suara di
tingkat Kecamatan oleh
PPK kepada KFU Kab/Kota

15 luli 20(ts 17 Juli 2008 DilalGanakan oleh PPK

iv. Penyusunan Berita Acara
dan rekapitulasi hasil
penghitungan suara di
Tingkat KablKota Oleh KPU

Kab/Kota dan
menyampaikan kepada KPU

Provi$s*

18 luli 2008 20 luli 2008 oleh KPU Kabupaten/Koh

v, Penyusunan relcpitulasi
hasil penghitungan suara
Tlngkat ProYinsi dan
Penetapan Pasangan Calon
Terpilih

21 Juli 2008 Penetapan Pasangan Terpilih
Gubemur dan Wakil
Gubernur oleh KPU Provinsi

vi. Pelantikan dan Pengucapan
Sumpah Janji Gubernur dan
Wakil Gubernur NTB masa
bhakti 2008-2013

1 September 2008 DilaKanakan oleh Menteri
Dalam Negeri dalam sidaog
Paripurna Istimewa DPRD
Provinsi NTB
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III TAHAP PENYELESAIAN

1. Pe*ya{spah* gugata* darl. Pffifiga+ Calon
terhadap KPU Provinsi mengenai hasil
penghitungan suara kepada Mahkamah Agung

22 JtfiZdI,JHI.* 2+ Jull 2008 D$al(safid(a* ole$ Pasa{.Ea+
Cabnfnm Kampanye

2. Penyelesaian sengkeb hukum di Mahkamah
Agung

25 Juli 2008 B Agustus 2008 Dilaksanakan oleh KPU
Provinsi

3. Pengusulan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur lerpilih ke Presitlen melalui Mendagri

9 Agustus 2008 12 Agustus 2008

4. Penyelesahn proses administrasi pengesahan
Pasangan Cabn Gubernur dan Wakil Gubernur
terpilih ke Mendagri

13 Agustus 2008 13 September 2008 KPU Provinsi, DPRD dan
Pemprov

5. Penyampaian laporan hasil Pemilu Gubernur dan
Wakil Gubernur kepada DPR, Presiden,
Gu0ernw, dafi DPRD P€vinsi

13 September 2008 29 September 2008 Laporan ditanda tangani oleh
Ketua KPU Provinsi

6. Laporan KPU Provinsi kepada KPU, dilampiri
dengan dokumen penetapan hasil tahapan
Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur

13 September 2008 29 September 2008 KPU Provinsi ke Pemerintah
dan KPU

7, Pemantauan, evaluasi dan dan pelaporan serta
pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Gubernur
dan L4tra&il Gubemur

13 September 2008 29 September 2008 Dilaksanakan oleh KPU
Provinsi/ Ka bu paten/Kota

8. Pertanggung jawaban Pemilu Gubernur dan
Wakil Gubernur

13 September 2008 1 Desember 2008 Dilaksanakan oleh KPU
Prcvinsi

9. Pembubaran PPK PPS, dan KPPS sesuai dengan
tingkatannya

1 September 2008 14 September 2008 Keputusan KPU
Kabupaten/Kota

10. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Gubemur
dan Wakil Gubernur serta pengelolaan barang
inventaris.

1 September 2008 dan seterusnya hardcopy disampaikan
kepada Badan Arsip Daerah
dan softcopy disampaikan
kepada ANRI (Pusat)

Di tetapkan di Mataram
Pada tanggal 22 Oktober 2007

UMUM
BARAT

FIKRI
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